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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Seluma adalah Kabupaten hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan pada 

tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Pada setiap akhir tahun 

anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun berjalan maka 

setiap entitas akuntansi (SKPD) maupun entitas pelaporan (PPKD) diwajibkan untuk 

Pemerintah Kabupaten Seluma menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut 

disusun oleh masing-masing penggunaan anggaran pada setiap entitas akuntansi (SKPD) Se-

Kabupaten Seluma selanjutnya dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ini termasuk laporan 

keuangan BLUD baik berupa SKPD maupun BLUD unit kerja, sehingga menjadi suatu laporan 

yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma.  

 

Pemerintah Kabupaten Seluma menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

dihasilkan sebanyak 7 (tujuh) yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan 

keuangan tersebut disajikan dalam satu kesatuan sedangkan Laporan Keuangan BUMD atau 

dana-dana diluar APBD (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) menjadi lampiran dari Laporan 

Keuangan Pokok Pemerintah. Meskipun belum disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri lebih 

lanjut, Pemerintah Kabupaten Seluma telah memiliki Kebijakan Akuntansi dan Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 

terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan 
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pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan 

prospektif, menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber 

daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan 

dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan 

Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; 

dan 

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, 

termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai 

entitas pelaporan dalam hal: 

1. Aset; 

2. Kewajiban; 

3. Ekuitas dana; 

4. Pendapatan; 

5. Belanja; 

6. Transfer; 

7. Pembiayaan; dan 

8. Arus kas. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup 

untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi 

dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 

perundang-undangan; 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 
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4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi dan 

pinjaman; dan 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, 

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang 

dilakukan selama periode pelaporan. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-

Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 5266); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tembahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244m Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Indonesia Nomor 4033); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pengalihan Barang 

Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam 

Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Dearah; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK/09/2010 tentang 

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 164); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Tahun 2023 Nomor 200); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 
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2023 tentang Indikatora Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana 

Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 

965); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi 

Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);  

29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang 

Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024; 

30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang 

Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja 

Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejateraan Masyarakat Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota; 

31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum tahun 2024 Dalam Rangka Dukungan 

Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil 

Negara di Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Peraturan Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024; 

35. Peraturan Bupati Seluma Nomor 71 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

36. Peraturan Bupati Seluma Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Seluma; 

37. Peraturan Bupati Seluma Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Seluma;  

38. Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024; dan 

39. Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2024 atas Perubahan Peraturan Bupati 

Seluma Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024. 
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1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

BAB I Pendahuluan 

 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah 

daerah 

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 

 2.1 Ekonomi Makro 

 2.2 Kebijakan Keuangan 

 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 

BAB III Ikhitisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 

 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah 

daerah 

 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan 

BAB IV Kebijakan Akuntansi 

 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 

 4.2 Basis akutansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah 

 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah 

 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam SAP pemerintah daerah 

BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 

 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan 

keuangan pemerintah daerah 

5.1.1 Pendapatan – LRA 

5.1.2 Belanja 

5.1.3 Pembiayaan 

5.1.4 Pendapatan – LO 

5.1.5 Beban 

5.1.6 Aset 

5.1.7 Kewajiban 

5.1.8 Ekuitas Dana 
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 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan 

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 

akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada 

pemerintah daerah 

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah 

BAB VII Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


